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BERITA DAERAH 
KABUPATEN NIAS 

 

NOMOR : 451 SERI : A 
 

 
PERATURAN BUPATI NIAS 

NOMOR 2 TAHUN 2026 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NIAS, 

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah 
Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2026, maka ditetapkan Peraturan Bupati Nias 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 sebagai 
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
7153); 

  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6864); 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6948); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

  13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6847); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 
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  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 431); 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias 
Tahun 2021 Nomor 24 SERI D); 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2025 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025-2029 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor  40 SERI E); 
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  26. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 

188.44/12/KPTS/2026 tentang Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Nias 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2026; 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2026 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Nias Tahun 2026 Nomor 44 Seri A, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias Nomor  71); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2026. 

 
 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas : 
1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 103.654.353.810.-   
b. Pendapatan Transfer Rp. 712.775.759.000.- 
c. Lain – lain Pendapatan yang Sah Rp. 8.721.642.400.-   

Jumlah Pendapatan Rp. 825.151.755.210.- 

 
2. Belanja : 

a.  Belanja Operasi  
1.  Belanja Pegawai Rp.  394.602.539.352.-                       
2.  Belanja Barang dan Jasa  Rp. 235.666.280.553.-                    
3.  Belanja Hibah  Rp. 7.453.589.000.- 
4. Belanja Bantuan Sosial  Rp. 0.-                                                           

 Rp.   637.722.408.906.- 

b. Belanja Modal  
1) Belanja Modal Tanah Rp.   1.850.000.000.- 
2) Belanja Modal Peralatan  
 dan Mesin  Rp.   17.676.784.431.- 
3) Belanja Modal Gedung dan  
 Bangunan Rp.   16.448.971.800.- 
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4) Belanja Modal Jalan,  
 Jaringan, dan Irigasi  Rp. 10.288.042.000.- 
5) Belanja Modal Aset Tetap  
 Lainnya Rp. 5.217.117.292.- 
  Rp.   51.480.915.523.- 

c. Belanja Tidak Terduga  Rp.   7.000.000.000.- 
d. Belanja Transfer  

1) Belanja Belanja Bagi Hasil  Rp.   875.015.381.- 
2) Belanja Bantuan Keuangan  Rp. 161.773.415.400.- 
  Rp.  162.648.430.781.- 
Jumlah Belanja Rp. 858.851.755.210.- 
Surplus/(Defisit) (Rp.   33.700.000.000.-) 

 
3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan Rp.   33.500.000.000.- 
b. Pengeluaran  Rp.   200.000.000.-   
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 33.700.000.000.- 
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp - 

 

Pasal 2 
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nias ini. 

 

Pasal 3 
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati Nias ini. 
  

Pasal 4 
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nias ini. 

 

Pasal 5 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias. 
 
 
 

Ditetapkan di Gido 
pada tanggal  29 Januari 2026 
BUPATI NIAS, 

ttd        

YAATULO GULO 
 
 
 
 
Diundangkan di Gido 
pada tanggal   29 Januari 2026 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, 
 
 
 
 
SAMSON  PERDAMAIAN  ZAI 
 
 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2026  NOMOR : 451 SERI : A 
 


